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ABSTRAK

Program Perburuan Ibu Hamil Risiko Tinggi (Bumilresti) salah satu bentuk respons Pemerin-
tah Kabupaten Bangka dalam menanggapi masalah kematian ibu di Kabupaten Bangka. Ada-
nya program Perburuan Ibu Hamil Risiko Tinggi (Bumilresti) ini bertujuan untuk menurunkan
AKI (Angka Kematian Ibu) dan memantau kehamilan dengan risiko tinggi. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Perburuan ibu Hamil Risiko Tinggi
(Bumilresti) di Puskesmas Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dimensi organisasi, interpretasi,
dan aplikasi sudah berjalan dengan baik. Untuk faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan
komunikasi yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi
sangat memengaruhi implementasi Program Bumilresti di Puskesmas Kenanga Kecamatan Su-
ngailiat Kabupaten Bangka.
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PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari pembangun-
an nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesechatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Salah satu yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan kesehatan yaitu kesehatan ibu
hamil dan bayi. Kesehatan ibu merupakan komponen yang penting dalam kesehatan reproduksi
karena apabila kehamilan ibu sehat, maka akan bayi yang dikandungnya sehat pula. Namun,
tidak jarang ibu hamil dan bayi pun mengalami kematian yang kemudian menjadi permasalahan
bagi pembangunan kesehatan itu sendiri karena mengakibatkan tingginya angka kematian ibu
(AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Berbagai upaya pun sudah dilakukan pemerintah Indonesia guna menurunkan AKI di Indo-
nesia, yaitu melalui program Safe Motherhood, program Making Pregnancy Safer (MPS), mening-
katkan akses maternal terhadap fasilitas pelayanan kebidanan, dan Program Perencanaan Per-
salinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Adapun program selanjutnya yang akan dimulai
yaitu Jaminan persalinan (Jampersal). Program yang terakhir yaitu program EMAS (Expanding
Maternal and Neonatal Survival).

Untuk itu, agar dapat menekan AKI di Indonesia, harus ada pemerintah daerah yang turut
berperan di dalamnya, sebab pemerintah daerah memiliki wewenang atau berhak untuk meng-
atur daerahnya sendiri termasuk dalam bidang kesehatan yang dimuat dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Meskipun sudah ada kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan meningkatkan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun, tidak semua masalah kesehatan di daerah dapat
teratasi, termasuk masalah kematian ibu. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masalah ke-
matian ibu juga menjadi salah satu permasalahan penting.

AKI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 terdapat 31 kasus, kemudian
terjadi penurunan meskipun tidak signifikan yaitu menjadi 24 kasus pada tahun 2016. Kematian
ibu paling banyak terdapat di Kabupaten Bangka sebanyak 6 orang dan yang tidak ada kematian
ibu terdapat di Kabupaten Bangka Selatan yang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2

Angka Kematian Ibu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2016
No. |Kota/ Kabupaten Tahun 2015 | Tahun 2016
1. Bangka 12 6
2. Belitung 3 4
3. Bangka Barat 6 5
4. Bangka Tengah 2 2
5. Bangka Selatan 3 0
6. Belitung Timur 1 2
7. 4 5

Pangkal Pinang

Jumlah 31 24
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015-2016)
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Untuk itu dalam rangka menekan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bangka, Pe-
merintah Kabupaten Bangka membuat Program Perburuan Ibu Hamil Risiko Tinggi (Bumilres-
ti). Program ini merupakan salah satu program strategis tahun 2017 yang dibuat oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang dilaksanakan pada bulan
Januari tahun 2017.

Tujuan program ini yaitu untuk menjaring dan memberikan perlakuan medis yang me-
madai kepada seluruh ibu hamil yang berisiko tinggi terutama yang berasal dari keluarga kurang
mampu. Perlakuan medis diberikan dari kehamilan pertama hingga melahirkan secara gratis.

Dalam pelaksanaannya, program ini dilakukan oleh instansi di bidang kesehatan yaitu ru-
mah sakit atau Puskesmas. Puskesmas merupakan lembaga kesehatan yang paling dekat sehingga
mudah dijangkau masyarakat. Sehingga jika program ini dilakukan di Puskesmas, maka akan
lebih efekeif.

Meskipun program Perburuan Ibu Hamil Risiko Tinggi (Bumilresti) telah dilaksanakan di
semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka semenjak satu tahun terakhir, kenyataannya

kematian ibu masih saja terjadi di Kabupaten Bangka yang dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Data kematian Ibu Kabupaten Bangka Tahun 2015-2017
Tahun
No. Puskesmas
2015 2016 2017

1. [ Sungailiat 2 0 0
2. | Kenanga 2 1 1
3. | Sinar Baru 1 0 0
4. | Riau Silip 1 1 0
5. | Belinyu 2 0 1
6. | Batu Rusa 1 1 1
7. | Pemali 1 1 0
8. | Puding Besar 0 1 0
9. |Pakam 2 0 0
10. | Petaling 0 1 1
Jumlah 12 6 4

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, 2018)

Dilihat pada Tabel 1.3, Puskesmas Kenanga menjadi satu-satunya tempat yang masih ter-
dapat kematian ibu dibandingkan dengan dua Puskesmas lain yang berada di wilayah Kecamatan
Sungailiat.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui
lebih dalam tentang permasalahan implementasi program Bumilresti di Puskesmas Kenanga
dengan mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul Implemen-
tasi Program Perburuan Ibu Hamil Risiko Tinggi (BUMILRESTI) di Puskesmas Kenanga
Kabupaten Bangka.
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Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan seka-
ligus studi yang sangat penting. Bersifat penting karena bagaimanapun baiknya suatu kebijak-
an, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tuju-
an kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya
persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka
tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan.

Dengan demikian, jika menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka
bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik,
tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat
diimplementasikan.

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Perburuan Ibu Hamil Risiko Tinggi
(Bumilresti) di Puskesmas Kenanga dengan menggunakan teori Jones dalam Widodo (2007:89-
96) yang terdiri dari dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi serta untuk melihat faktor-
faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, peneliti menggunakan teori Edward III
dalam Nugroho (2017:747) yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
strukeur birokrasi.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian
Implementasi Program Perburuan Ibu Hamil Risiko Tinggi (Bumilresti) di Puskesmas Kenanga
Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan
cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pada teknik analisis data menggunakan
teknik analisis data menurut Sugiyono (2007:246) yaitu reduksi data, penyajian data, dan pe-
narikan kesimpulan (verifikasi).

PEMBAHASAN

Masalah Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menjadi
permasalahan yang cukup memprihatinkan bagi daerah, meskipun sudah ada penurunan yang
dapat dilihat pada Tabel 1.2., walaupun tidak signifikan. Di tabel tersebut dapat dilihat bahwa
Kabupaten Bangka merupakan kabupaten yang memiliki AKI yang cukup tinggi dibandingkan
dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk itu, agar dapat menekan AKI di Kabupaten Bangka, Pemerintah Kabupaten Bangka
membuat program Bumilresti. Program ini merupakan salah satu program strategis tahun 2017
Pemerintah Kabupaten Bangka pada masa Bupati Bangka periode kerja tahun 2013-2018. Pro-
gram ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bang-
ka yang dilaksanakan pada Januari tahun 2017 dengan tujuan untuk menjaring ibu-ibu hamil
dengan indikasi risiko tinggi.

Dengan telah dilaksanakan program ini, kematian ibu di Kabupaten Bangka tahun 2017
sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada Tabel
1.3. Pada tabel tersebut, Puskesmas Kenanga menjadi satu-satunya Puskesmas yang masih ter-
dapat kematian ibu dibandingkan dengan dua Puskesmas lain yang berada di wilayah Kecamatan

Sungailiat.
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Fokus pada implementasi Program Perburuan Ibu Hamil Risiko Tinggi (Bumilresti) di
Puskesmas Kenanga dapat dilihat menggunakan teori Jones dalam Widodo (2007:89-96) yang
terdiri dari dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi serta untuk melihat faktor-faktor yang
memengaruhi keberhasilan implementasi, peneliti menggunakan teori Edward III dalam Nu-
groho (2017:747) yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi.

Implementasi Program Perburuan Ibu Hamil Risiko Tinggi (Bumilresti) di Puskesmas
Kenanga Kecamatan Sungailait Kabupaten Bangka

1. Organisasi

Pada dasarnya setiap kebijakan yang dijalankan baik oleh pemerintah, swasta maupun
masyarakat, tentu ada yang harus menaungi dan mengelola jalannya kebijakan tersebut. Di
mana di dalamnya haruslah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelak-
sana, adanya perlengkapan dan alat-alat kerja sebagai pendukung demi kelancaran suatu
program yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan) kebijakan menjadi hasil
(outcome) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

Begitu pula dengan Program Bumilresti yang dalam pelaksanaannya harus memiliki
sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana program sesuai dengan strukeur
pelaksanaan program tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar mempermudah pelaksanaan
program ini sehingga tepat pada sasaran. Mengenai struktur pelaksanaan, sudah ada struk-
tur pelaksana program yang terdiri dari koordinator program Dinas Kesehatan Kabupa-
ten Bangka, koordinator program di Puskesmas, bidan wilayah serta para kader di wilayah
masing-masing.

Pembagian tugas juga perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap tugas
dan tanggung jawab antarpelaksana kebijakan. Dalam hal pembagian tugas pelaksana juga
sudah dilakukan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dengan memberikan wewenang
bagi koordinator program di masing-masing puskesmas untuk melakukan pembagian tugas
bagi para pelaksana. Serta dalam hal kinerja para pelaksana juga sudah cukup baik.

Namun, tidak hanya pelaksana yang berkualitas yang perlu diperhatikan dalam me-
wujudkan keberhasilan suatu kebijakan. Tentu harus ada perlengkapan atau peralatan yang
memadai agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Dalam program ini, pihak Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangka sudah berupaya memenuhi perlengkapan atau alat dengan
membuat aplikasi Resti Cikar dan SMS Bunda Cerdas untuk mendukung pelaksanaan Pro-
gram Bumilresti.

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi organisasi dapat dikatakan sudah baik, sudah ada
upaya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka untuk merealisasikan program dengan
telah menetapkan para pelaksana serta telah dibuat aplikasi pendukung yaitu Resti Cikar
dan SMS Bunda Cerdas.

2. Interpretasi
Tahap interpretasi merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu
kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat

dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Dalam memberikan
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pemahaman bagi pelaksana tentang kebijakan yang akan dilaksanakan, pihak Pemerintah
Kabupaten Bangka sudah memberikan sosialisasi mengenai program kepada para pelaksa-
na berdasarkan pernyataan Koordinator program Bumilresti Dinas Kesehatan Kabupaten
Bangka.

Dalam sosialisasi yang telah diterima oleh koordinator program Bumilresti Dinas Ke-
sehatan Kabupaten Bangka, tentunya harus ada pemahaman yang dapat diterima dan di-
mengerti agar dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam hal pe-
mahaman tentang program ini, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sudah paham
sebab program ini merupakan salah satu program Kemenkes RI yang dimuat dalam Renstra
Kemenkes tahun 2015-2019.

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi interpretasi sudah baik, di mana pihak Pemerin-
tah Kabupaten Bangka sudah melakukan sosialisasi kepada pihak Dinas Kesehatan Kabu-
paten Bangka.

3. Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran
atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Dalam proses implemen-
tasi kebijakan, tahap aplikasi merupakan penerapan isi kebijakan dengan adanya aktivitas
penyediaan pelayanan secara rutin yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan ke-
wenangan untuk melaksanakan program di Puskesmas Kenanga. Program Bumilresti dapat
dilaksanakan didalam gedung (Puskesmas) dan luar gedung (kunjungan rumah & kelas ibu
hamil).

Agar dapat melihat apakah implementasi Program Bumilresti di Puskesmas Kenanga
telah dilaksanakan, perlu adanya tanggapan dari penerima layanan (ibu hamil). Dilihat dari
hasil penelitian, berdasarkan pernyataan penerima layanan bahwa benar sudah ada kegiat-
an yang dilaksanakan pihak Puskesmas Kenanga dalam melaksanakan Program Bumilresti
yakni pada saat kelas ibu hamil yang dilaksanakan setiap bulan secara rutin.

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi aplikasi dapat dikatakan sudah baik, di mana
penerapan aktivitas Program Bumilresti dilakukan saat kegiatan kunjungan rumah dan kelas

bumil.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Perburuan Ibu
Hamil Risiko Tinggi (Bumilresti) di Puskesmas Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten
Bangka

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepa-
da komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi
kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy imple-
mentors). Dalam hal ini Bupati Bangka periode kerja tahun 2013-2018 selaku pembuat ke-
bijakan mengesahkan Program Bumilresti, program ini mengharuskan seluruh Puskesmas di
Kabupaten Bangka menjalankan program tersebut, salah satu Puskesmas yang melaksanakan
program ini yaitu Puskesmas Kenanga. Informasi mengenai pelaksanaan Program Bumil-

resti perlu disampaikan kepada para pelaksana kebijakan yaitu bidan koordinator, bidan
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wilayah dan para kader wilayah di Puskesmas Kenanga. Penyampaian informasi dilakukan
agar pelaksana kebijakan dapat mengetahui dan memahami apa yang yang menjadi isi, tu-
juan, arah serta kelompok sasaran kebijakan.

Diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Bumilresti di Puskesmas Kenanga, Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangka berupaya menyampaikan informasi mengenai program Bu-
milresti tersebut kepada Puskesmas Kenanga melalui sosialisasi.

Berdasarkan hasil penelitian penyampaian informasi dari pihak Dinas Kesehatan Ka-
bupaten Bangka kepada pihak Puskesmas Kenanga sudah dilakukan dengan baik, di mana
pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sudah melakukan sosialisasi kepada para pelak-
sana yaitu para bidan Puskesmas Kenanga.

Dalam pelaksanaan Program Bumilresti di Puskesmas Kenanga tentunya juga harus
ada penyampaian informasi yang dilakukan pihak Puskesmas Kenanga kepada penerima
layanan (ibu hamil) dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penyampaian informasi
yang dilakukan pihak Puskesmas Kenanga kepada penerima layanan dan masyarakat belum
cukup baik. Hal ini dilihat dari masih adanya ketidaktahuan penerima layanan dan ma-
syarakat mengenai pelaksanaan Program Bumilresti di Puskesmas Kenanga.

Terkait kejelasan informasi pada pelaksanaan Program Bumilresti di Puskesmas Ke-
nanga, pihak Puskesmas sudah mengatakan bahwa informasi yang didapat dari sosialisasi
dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sudah jelas. Namun, kejelasan informasi mengenai
program ini bagi penerima layanan belum cukup jelas, hal ini dilihat dari penerima layanan
yang belum mengerti tentang sosialisasi yang telah diberikan para pelaksana.

Pada subindikator selanjutnya yaitu konsistensi, diketahui bahwa konsistensi dalam
pelaksanaan program di Puskesmas Kenanga dapat dikatakan sudah baik, sebab baik pihak
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka maupun Puskesmas Kenanga sudah melaksanakan pro-
gram sesuai dengan intruksi Bupati Kabupaten Bangka.

Dilihat dari hasil penelitian dan dikaitkan dengan dimensi komunikasi dapat dikatakan
memengaruhi dalam keberhasilan implementasi program Bumilresti di Puskesmas Kenanga.
Hal ini dilihat dari sudah ada penyampaian informasi yakni melalui sosialisasi, baik dari
pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka maupun Puskesmas Kenanga.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun
kegagalan dalam suatu implementasi kebijakan. Meskipun komunikasi antara implementor
kepada kelompok sasaran sudah dilakukan dengan baik, jika tidak didukung dengan sumber
daya yang memadai maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Sumber
daya disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya
peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melak-
sanakan kebijakan.

Salah satu dimensi yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu
sumber daya manusia. Dalam implementasi program Bumilresti di Puskesmas Kenanga,
Dalam implementasi Program perburuan ibu hamil risiko tinggi (Bumilresti) di Puskesmas
Kenanga. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah bidan koordinator, bidan Puskes-
mas dan bidan wilayah beserta para kader. Dalam hal kuantitas sumber daya manusia yang

melaksanakan program ini, Bidan Puskesmas berjumlah 3 orang, bidan wilayah berjum-
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lah 7 orang yang dibantu dengan 3 orang kader setiap wilayahnya. Namun, ada kendala
yang dirasakan para bidan wilayah yang melaksanakan program Bumilresti, yakni sulitnya
menjangkau para ibu hamil. Hal ini dikarenakan wilayah yang cukup luas, ibu hamil yang
enggan datang untuk periksa ke bidan wilayah ataupun Puskesmas serta masih kurangnya
jumlah kader di setiap wilayah.

Dalam melaksanakan program ini tentunya perlu didukung dengan anggaran dalam
pelaksanaannya, Karena jika anggaran yang tersedia terbatas maka menyebabkan kualitas
pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Tidak hanya
itu, terbatasnya anggaran akan menyebabkan program tidak dapat dilaksanakan dengan
optimal serta disposisi (sikap/ perilaku) para pelaksana kebijakan rendah. Mengenai ang-
garan dalam pelaksanaan program Bumilresti yang disampaikan oleh Koordinator Program
Bumilresti Puskesmas Kenanga yakni berasal dari APBN berupa uang transportasi saat
melakukan kunjungan rumah.

Tidak hanya sumber daya manusia dan anggaran saja yang diperlukan dalam dimensi
sumber daya untuk melihat keberhasilan implementasi program ini, namun sumber daya
fasilitas juga menjadi hal penting dalam tercapainya keberhasilan implementasi tersebut.
Sumber daya fasilitas yang dimaksudkan adalah sarana dan prasarana yang digunakan dalam
proses pelaksanaan kegiatan program Bumilresti. Fasilitas yang dimiliki Puskesmas Kenanga
dalam melaksanakan program Bumilresti dapat dikatakan sudah baik, hal ini dilihat dengan
sudah lengkapnya peralatan pemeriksaan serta sudah di sediakannya tempat pemeriksaan di
Puskesmas Kenanga yaitu ruang KIA-KB.

Berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan dimensi sumber daya dapat dika-
takan memengaruhi keberhasilan implementasi program Bumilresti di Puskesmas Kenanga,
hal ini dapat dilihat dari jumlah kader dan bidan wilayah sudah sesuai dengan jumlah
wilayah yang ada di wilayah Puskesmas Kenanga.

3. Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan
publlik tertentu. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk
melaksanakan kebijakan tersebut.

Edward III dalam Widodo (2007:104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors)
mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan
oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan
yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecen-
derungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh
sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Sikap yang ditunjukkan oleh pihak Puskesmas Kenanga sangat mendukung pelaksa-
naan kegiatan Program Bumilresti. Bentuk dukungan yang dilakukan pihak Puskesmas Ke-
nanga ialah dengan menjadikan kader desa siaga sekaligus menjadi kader Program Bumilres-
ti untuk membantu para bidan wilayah dalam melaksanakan Program Bumilresti.

Tidak hanya sikap dari pihak Puskesmas Kenanga, sikap dan kinerja para bidan wilayah
dalam menjalankan Program Bumilresti melalui kegiatan kelas bumil dapat dikatakan sudah

cukup baik yang berdasarkan dari pernyataan penerima layanan.
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Sikap yang positif dalam implementasi kebijakan perlu juga didukung dengan insentif
yang layak. Insentif dalam implementasi program ini di Puskesmas Kenanga dapat dika-
takan belum baik. Hal ini dilihat dari wawancara yang disampaikan oleh koordinator pro-
gram dan bidan wilayah yang mendapat gaji perbulan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
honorer, tidak ada insentif dari pelaksanaan Program Bumilresti di Puskesmas Kenanga.

Dilihat dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan insentif dalam pelaksanaan program
yang mana tidak ada insentif dari program tersebut, hal ini menjadi pertanyaan apakah
sikap para pelaksana dalam melaksanakan Program Bumilresti ini tergantung ada atau tidak-
nya insentif yang diberikan. Koordinator program di Puskesmas Kenanga menyampaikan
pernyataannya mengenai kemauan para pelaksana dalam melaksanakan Program Bumilresti
sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan program ini sudah menjadi kewajiban bagi pelak-
sana, sebelum adanya kebijakan dari pemerintah daerah mengenai program ini, pelaksana
sudah melaksanakan kegiatan untuk menurunkan AKI sesuai dengan kebijakan pemerintah
pusat dalam Renstra Kemenkes tahun 2015-2019.

Berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan dimensi disposisi dapat dikatakan
memengaruhi keberhasilan implementasi Program Bumilresti di Puskesmas Kenanga. Hal
ini dapat dilihat dari dukungan yang diberikan pihak Puskesmas Kenanga serta kemauan

para pelaksana dalam melaksanakan program di Puskesmas Kenanga.

4. Struktur Birokrasi

Strukeur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (fragmentation) dan standar prosedur
operasi (standard operating procedure) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindak-
an dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Fragmentasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentunya harus memiliki hubungan
antarunit yang terkait guna dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Program Bumilresti
di Puskesmas Kenanga dalam pelaksanaanya memiliki koordinasi yang terjalin antara para
pelaksana maupun antara para pelaksana dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bang-
ka. Koordinasi yang terjalin antara para pelaksana yaitu para bidan wilayah dengan para
kader. Dalam koordinasi yang terjalin, para kader akan memberikan informasi mengenai
ibu hamil risiko tinggi di wilayahnya kepada para bidan wilayah masing-masing. Para bidan
wilayah juga akan memberi laporan ke Puskesmas Kenanga jika ada ibu hamil risiko tinggi
di wilayahnya yang dilakukan setiap bulan. Pihak Puskesmas Kenanga juga melakukan koor-
dinasi kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, di mana pihak Dinas Kesehatan
akan melakukan evaluasi tentang pelaksanaan program Bumilresti yang telah dilakukan para
pelaksana di Puskesmas Kenanga.

Tidak hanya dengan koordinasi yang baik dalam melaksanakan suatu kebijakan, ke-
jelasan terhadap SOP juga harus diperhatikan karena menyangkut mekanisme, sistem, dan
prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tang-
gung jawab diantara para pelaksana. Pada pelaksanaan Program Bumilresti di Puskesmas
Kenanga, tidak ada SOP tentang program Bumilresti yang digunakan baik pihak Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangka. Namun,SOP yang digunakan adalah SOP yang berpedoman
dari peraturan Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan dimensi struktur birokrasi dapat

dikatakan memengaruhi keberhasilan implementasi Program Bumilresti di Puskesmas Ke-
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nanga, Hal ini dapat dilihat dari koordinasi yang terjalin antarunit dalam melaksanakan

program ini di Puskesmas Kenanga.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dan pembahasan yang telah dilakukan oleh
peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Program Perburuan Ibu Hamil
Risiko Tinggi (Bumilresti) di Puskesmas Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka di-
lihat dari dimensi organisasi, interpretasi, aplikasi, dan didukung oleh indikator-indikator dalam
setiap dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai implementasi kebijakan
pemerintah. Maka dapat ditarik kesimpulan tentang Implementasi Program Bumilresti di Pus-
kesmas Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka bahwa dimensi organisasi dapat di-
katakan sudah baik, ditandai dengan sudah ada upaya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka
untuk merealisasikan program dengan menetapkan para pelaksana serta telah dibuat aplikasi
pendukung yaitu Resti Cikar dan SMS Bunda Cerdas. Pada dimensi interpretasi sudah baik,
di mana pihak Pemerintah Kabupaten Bangka sudah melakukan sosialisasi kepada pihak Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangka. Dimensi aplikasi dapat dikatakan sudah baik, di mana penerapan
aktivitas Program Bumilresti dilakukan saat kegiatan kunjungan rumah dan kelas bumil.

Berdasarkan hasil pembahasan dari masing-masing dimensi implementasi, dapat disimpul-
kan bahwa secara keseluruhan implementasi Program Bumilresti di Puskesmas Kenanga Keca-
matan Sungailiat Kabupaten Bangka dapat dinyatakan sudah baik.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi Program Bumilresti di Pus-
kesmas Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka terdiri dari komunikasi, sumber daya,
disposisi, struktur birokrasi, dan didukung dengan indikator-indikator dalam setiap dimensi
yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai implementasi kebijakan pemerintah,
maka dapat ditarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan imple-
mentasi Program Bumilresti di Puskesmas Kenanga Kecamatan Sungailait Kabupaten Bangka
bahwa komunikasi sangat penting untuk penyebaran informasi khususnya sosialisasi tentang
Program Bumilresti. Hal ini dilakukan agar para pelaksana dan penerima layanan serta masya-
rakat mengetahui tentang adanya Program Bumilresti yang dilaksanakan di Puskesmas Kenanga.
Sumber daya sangat penting dalam keberhasilan implementasi Program Bumilresti di Puskesmas
Kenanga, salah satunya telah memiliki kader sehingga dapat menjangkau ibu hamil risiko tinggi
di wilayahnya masing-masing dalam melaksanakan program di Puskesmas Kenanga Kecamatan
Sungailiat Kabupaten Bangka. Disposisi/ sikap pelaksanaan implementasi kebijakan sangat pen-
ting, sikap yang dilakukan Puskesmas Kenanga yaitu dengan mendukung Program Bumilresti
dengan menetapkan para kader dalam melakukan perburuan ibu hamil risiko tinggi di wilayah
Puskesmas Kenanga. Struktur birokrasi sangat penting agar koordinasi, pembagian tugas dan
kewenangan masing-masing pelaksana dalam penetapan peraturan-peraturan sehingga menyera-
gami tindakan para pelaksana Program Bumilresti di Puskesmas Kenanga.

Berdasarkan hasil pembahasan dari masing-masing dimensi faktor yang memengaruhi ke-
berhasilan implementasi, dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi
dan struktur birokrasi sangat memengaruhi keberhasilan implementasi Program Bumilresti di
Puskesmas Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
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